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Key Succes Faktor Analysis Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Pada Kabupaten Bandung Barat

Factors that own source revenue which includes taxes, retribution, the )
wealth separated areas and other legal PAD is one source that can realize the | Bambang Jatmiko
achievement of high economic growth rates, as well as the construction carried | Dosen Universitas
out consistently in all sector both at national and regional levels, in particular the | Muhammadiyah Yogyakarta
area of West Bandung regency. The purpose of this study was to determine how
much factors that can affect revenue. This research is to use descriptive method | Riska
approach to the study of literature and survey interviews and questionnaires were | Politeknik Pos Indonesia
conducted in West Bandung regency. The analysis technique used is the validity | Bandung
and reliability as well as Spearman Rank correlation coefficient test. Based on
the calculation of correlation coefficients of the obtained values are 0,675
largest, which can be said to be the relationship of local tax variable regions the
refribusi strongest relationships and lowest relationship is the relationship
between wealth levy with areas demarcated area that is equal to 0.278.

Key Words: Local Revenue
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PEMDAHULUAN

Perkembangan daeral di Indonesia semakin
pesat, seiring dengan adanya cra baru dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi
fiskal. Reformasi sektor publik yang disertai adanya
tuntutan  demokratisasi menjadi suatu fenomena
global termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia
sefak lama telah merencanakan suaw  gerakan
pembangunan  vang  dikenal  dengan  istilah
pembangunan  nasional.Pelaksanaan  program-
program pembangunan ini  berlangsung terus
menerus  dan  dimaksudkan untuk  menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan serta meningkatkan
taraf hidup masyarakat berdasarkan pancasila dan
UUD 1945, Wilayah negara kesatuan republik
Indonesia vang sangal luas menycbabkan tidak
mungkin jika segala sesuatu diurus seluruhnya oleh
pemerintah pusat.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah
sampai ke pelosok daerah perlu dibentuk suatu
pemerintah  daerah.Setelah  pemerintah  pusat
megeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999
dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang
terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang
No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan
vang lebih besar untuk mengatur anggaran
daerahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi
yang  maksimal  pemerintah  mengeluarkan
kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang
berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah
untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri
dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi
sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah
mepurut Undang-Undang Ne. 33 tahun 2004 adalah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

a. HMasil pajak daerah.

b, Hasil retribusi daerah.

¢. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan = kekayaan daerah  yang
dipisahikan.

d. Pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan,

3. Pinjaman daerah,

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan
meningkatnya stabilitas dan pemerataan
pembangunan merupakan modal yang paling
penting dalam memasuki era pembangunan jangka
panjang. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, pembangunan harus
dilaksanakan secara konsisten pada semua sektor
baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai
program  pembangunan  sendiri  semaksimal
mungKin, karena dana yang diperoleh dari
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meningkatkan | atan  Asli Daerah (P
melalui  pajak  dasrzh, rerribusi  daerah,

penwloi*an Kekavaan daerah yang dipisahkan
lain-lain PAD vang sah. Pajak daerah adalah iu
rakyat kapada kas negara berdasarkan undar
undang sehingga dapat dipaksakan, dengan ti
mendapu balas jasa sccara langsung.  Retrii
daerah adalah pungutan daerah scbagai pembayer=
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khus
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daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bacz
Hasil  Pengelolaan  Kekayaan daerah vz
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dipisahkan adalah antara lain bagian laba dari
BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, Jenis
lain-lain  pendupatan asli  daerah yang sah,
disediakan uatuk mengangearkan  pencrimaan

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak
daerah, retribusi  daerah, hasil  pengelolaan
kekavaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
PAD yang sah.

Tabel 1.
Laporan Realisusi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten BandungBarat

No l Uraian

: 2008
Pendapatan Asli Daerah

2009 2010 2011

I Pgjak Daerah

19.719.128.150

22.654.716.905 | 26.757.545.644 | 71.569.435.314

[}

Retribusi Daerah 9.263,924_.685

9.030.553.210 | 10.937.230.809 10.198.884.392

Hazsil Pengelolaan
3 Kekayaan Dazrah Yang
Dipisahkan

0,00

0,00 0,00 0.00

Lain-fain Pendapatan

4,631,421 4¢
Asli Dacrah Yang Sah S5t

§.279.093.830 | [12.672.889.850 | 12.837.849.361

Total 33.617.474.326

39.964.363.945 | 30.367.666.303 | 94.606.169.067

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bandung Barat

Dalam mewujudkan perkembangkan melalui
pembinaan yang teratur yang memungkinkan suatu
daerah agar dapat meningkatkan dan memperbesar
penerimaan  pendapatan  daerahnya  dengan
menetapkan potensi daerah secara optimal Begitu
pula dengan Kabupaten Bandung Baral sebagai
salah satu dacrah otonom sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pemerintah
daerah Kabupaten Bandung Barat berwenang untuk
melaksanakan berbagai usaha sebagai urusan rumah
tangganya. Berdasarkan latar belakang masalah
diatas penulis mengambil judul laporan ini “Kev
Succes Factor Analysis  Pendapatan Asli Daerah
Pada Kabupaten Bandung Barat™.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah

penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari

penclitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui hubungan pajak daerah
terhadap retribusi  daerah pada Kabupaten
Bandung Barat,

b. Untuk mengerahui hubungan pajak  daerah
terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan pada Kabupaten Bandung
Barat.

¢. Untuk mengetahui hubungan pajak daerah
terhadap lain-lzin pendapatan asli daerah yang
sah pada Kabupaten Bandung Barat.

d. Untuk mengetahui  hubunganretribusi  daerah
tethadap hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan pada Kabupaten Bandung
Barat.

e. Untuk mengetahui hubunganretribusi  daerah
terhadap lain-lain pendapatan asli dacrah yang
sah pada Kabupaten Bandung Barat,

f. Untuk mengetahui hubungan hasil pengelolaan
kekayaan dacrah yang dipisahkan terhadap lain-
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lain pendapatan asli daerah yang sah pada
Kabupaten Bandung Barat

Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum
diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis
untuk mengembangkan ilmu yang terkait mengenai
Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan secara
khusus dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang
berperan terhadap pendapatan asli daerah pada
suatu sektor tertentu,

Kegunaan Praktis

a, Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan mengenai faktor-
faktor yang berperan terhadap pendapatan asli
dacrah tepatnya pada Kabupaten Bandung Barat
dan berguna  untuk  memenuhi  syarat
kelulusan Program Diploma [Il Jurusan
Akuntansi Politeknik Pos Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Diharapkan dengan adanya laporan penelitian
ini dapat memberikan masukan serta bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan
khususnya yang berkaitan dengan pendapatan
asli daerah serta besarnya faktor yang berperan
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Bandung Barat.

c. Bagi Lembaga Pendidikan
Diharapkan dengan adanya penyusunan laporan
tugas akhir ini, akan menambah data dan
informasi sebagai masukan pada mata kulizh

yang bersangkutan agar menjadi lebih
berkembang serta menambah literatur sebagai
bacaan di Perpustakaan Politeknik Pos
Indonesia.
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TINJAUAN TEORITI[S

Tenurut - Pernyataan  Standar ;
K diartikan sebagai arus 4
fzat  ckonomi  yang '
normal perusaliaan
“r 7= amus masuk tersebut
B ng tidak berasal
snurut  Sadeli
ta =ia iy *—-*-'-"w_han dari

Pengertian Pemerintah Daerah mossk B =t
Pengertian Pemerintah Daerah menurar Undzrg
- LUndang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
“Pemerimah Daerah adalah penyclenggara urusan SAT i
Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan dan komn:=='=. ptizmie S
DPRD  menurut  asas  otonomi dan  tugas (2009 : 36), -
pembantuan  dengan prinsip Negara Kesatuan  hasil perusahaa, baik
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  penjualan barang d.q,m s ¥
Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun (2012 : 66) definisi penday: - :
1945" Selain itu, masih menurut Undang — Undang ~ Framework adalah ; “Pcnamb;.m in Gaiz :
Nomor 32 Tahun 2004, pengertian pemerintah  ckonomi selama pcrlodc akuntansi dz.oo =
dacrah adalah : “Pemerinteh Daerah adalah  arus kas masuk, atau peningkatan asevakii.z

Gubernur, Bupati, atau Walitkotz dan Perangkat  pengurangan utang/kewajiban yang mengakibathan

daerah sebagai unsur p:.n-.e%c-n"garr. pemerintahan penambahan  ckuitas  dana, selain  ekuitas
daerah”.Dari pengertian di atas Pemsrintah I i psnambahan dana yang berasal dari kontribusi
dapat diartikan sebagai perangkat peserta ekuitas dana” Menurut Deddi dkk (2007 :
bertujuan  untuk memalankan, 17¢). Dilingkungan akuntansi pemerintahan di
menyclenggarakan jalannya pemem.ai- I sia, “pendapatan adalah penerimaan olek
2 umum negaraﬁ’daerah atau entitas

Fungsi Pemerintah Dacrah !
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar  lancar dalam periods tzhun anggaran yang
Negara  Republik  Indonesia  tahun 1943,  barsangkutan _w.rg_ menjadi hak pemserintah dan

pemerintahan  daerah  mengatur dan mengurus  tidak parlu dibayar kembali oleh
sendiri urusan peinerintahan menurut asas otonomi  pemerintah.”Menurut  Nurlan (2008 : 97,

dan  tugas pembantuan, diarahkan untuk’ Pendapatan adalah semua penerimaan Relenins
mempercepat terwujudnya kesejahteraan  Kas Umum Negara/Daerah yang menembah ckuitas

masyarakat melalui  peningkatan, pelayanan, dana lancar dalam periode® tahun anggaran yanz
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta  bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, d:
peningkatan  daya  saing daerah  dengan  tidak perlu dibayar kembali pleh pemerintak.
memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, Pendapatan diakui pada saat diterima pac:
keistimewaan dan kekhususan suatu dacrah dalam  Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Fungsi 3
Pemerintah Daerah menurut Undang - Undang  Klasifikasi Pendapatan
Nomor 32 Tahun 2004 adalah : Menvrut Deddi dkk (2007 : 180), Klasifika:
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus  pendapatan  dilakukan  untuk  racmperrmuda:
sendiri urusan  pemerintahan  menurut asas  pembaca laporan keuangan memahami isi laporz:
olonomi dan tugas pembantuan. keuangan yang diberikan. engan  adany:z
b. Menjalankan otonomi scluas — luasnya, kecuali  klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas bere
urusan pemerintahan  yang menjadi urusan  besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usa
Pemerintah dengan wjuan : meningkatkan  yang dilakukan.Untuk akuntansi pemerintah ¢
kesejahteraan masyarakat, ptlayanan umum dan  Indonesia yang menggunakan basis cash towe:
daya saing daerah. acerual, PP24 Tahun 20035 telah melakuk
¢. Pemcrintah dazerah dalam menyelenggarakan  pengklasifikasian pendapatan berdasarkan temp
urusan - pemerintahan - memiliki  hubungan  terjadinya (apakah di pusat atau daerah) dan je
dengan pemerintah dan dengan pemerintahan  pendapatan  tersebut,  sehingea  klasifikas!
daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang,  pendapatan menjadi :
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan . Pendapatan pemerintah pusat :
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. * Pendapatan perpajakan, merupakz:
pendapatan  pamerintzh pusat yang bera:
Pengertian Pendapatan dart pajak dalam negeri maupun p
Pendapatan merupakan istilah yang sering perdagangan internasional. Pajak daiam neg
ditemui dalam proses akumansi, baik akuntansi anatara lain pajak penghasilan (miogas ¢
komersial  maupun  akuntansi  pemerintahan. nonmigas), pajak pertambahan nilai, pai:

Beberapa pihak mengatakan pendapatan adalah bumi dan bangunan, BPHTB, cukai dan p'
penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu lainnya, sedangkan pajak perdagang
entitas, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa internasional antara lain bea masuk di-
pendapatan adalah seluruh hak yang dimiliki entitas pajak/pungutan ekspor.

yang ditimbulkan oleh penyerahan barang dan

(]
(]
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c o maeeepesaes A0 AZAELL (1720 1ad0 Rabupaten Bandung Barac

» Pendapatan Negara bukan pajak, merupakan
pendapatan pemerintah pusat yang bersumber
dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan
Negara bukan pajak autara lain penerimaan
SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya,

« Pendapatan hibah.

b. Pendapatan pemda:

« Pendapatan  asli  daeral,  merupakan
pendapatan  daerah vang bersumber dare
daerah vang bersumber dari daerah itu sendiri.
Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah
pajak  daerah, retribusi  daerah,  lasil
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain PAL yang sah.

» Pendapatan  transfer, merupakan  yang
bersumber dari transfer pemerintah  pusat
datam rangka pelaksanaan otonomi daeral.
Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah
dana perimbangan (dana bagi hasil, dana
alokasi umum, dan dana alokasi khusus dan
pendapatan transfer lainnya.

s Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan
pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan
ke dalam pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer, Termasuk pendapatan
jenis ini adalah : hibah, dana darurat dari
pemerintah  dalam  rangka penanggulangan
bencana. bagi hasil pajak dari pemerintah
provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi
khusus vang ditetapkan pemerintah, bantuan
keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Pengertian Pendapatan Asli dacrah (PAD)

Menurut ketentuan umum Undang — Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintgh Pusat dan daerah :
“Pendapatan Asli Duerah adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungur berdasarkan
Peraturan Daerah  secsuai  dengan  peraturan
perundang — undangan."Menurut Nurlan (2008 :
135), “Pendapatan asli daerah yang selanjutnya
disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh
dacrah vang dipungut berdasarkan peraturan
daerah”.Menurut Halim (2012 : 101), “Pendapatan
asli dasrzh (PAD) merupakan semua penerimaan
daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah”. Menurut Deddi dkk (2008 : 181),
“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri.
Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
PAD yang sah” Menurut ketentuan umum Undang
- Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan daerah : “Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Dzerah sesuai dengan
peraturan perundang — undangan.”

Volume 3, Nomor 1, Maret 2014

Dari pengertian tersebut terkandung unsur —
unsur dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah
vaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber -
sumber dalam wilayah sendiri. (2) Dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah
tersebut  tidak bertentangan dengan Pezraturan
Perundang ~ undangan vang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Dacrah (PAD)
Sumber-sumber pendapatan asli dacrah terdiri dari:
1. Pajak Dacrah
Pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 entang
perubahan Undang-undang Nomor [8 Tahun
1997 tentang Pajuk Dacrah dan Retribusi
Duerah. Aturan pelaksanaannya diatur dalam
Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001
tentang, Pajak Daerah dan Peraturan Pmerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan
retribusi  pada teknis/kabupaten/kota  diatur
dengan Peraturan Pemerintah (Perda).Menurut
Sugianto (2008:2) mengatakan dalam bukunya
bahwa : “Pajak Daerah adalah juran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsug yang seimbang,
dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah”.Menurut Nurlan (2008 : 135), “Pajak
dacrah adalah iuran wajib vang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku vang digunakan untuk
membiayai  penyclenggaraan  pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah”. Pajak yang
dikelola atau dipungut oleh pemerintah daerah
teknis sebanyak empat jenis pajak terdiri dari :
» Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas air .
= Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
dan kendaraan di atas air
= Pajak bahan bakar bermotor
» Pajuk pengambilan dan pemanfaatan air
dibawah tanah dan air permukaan
Sedangkan pajak yang dikelola/dipungut oleh
pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :
a. Pajuk hotel
Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel.
Hotel adalah bangunan Khusus yang disediakan
bagi orang untuk dapat menginap/bberistirahat,
memperoleh  pelayanan  dan/atau  fasilitas
lainnya dengan dipungut bayaran, tlermasuk
bangunan lainnya yang menvyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan restoran, Yang menjadi objek
pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan
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C.

e.

dengan pembayaran hotel, yang termasuk objek

pajak hotel adalah :

e Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal
jangka pendek

« Pelayanan penunjung sebagai pelengkap
fasilitas penginapan atau tinggal jangka
pendek yang memberikan kemudahan dan
kenyamanan

e Fasilitas olahrzga  dan  hiburan
disediakan khusus untuk tamu hotel

o Jasa persewaun maupun untuk kegiatan
acara atau pertemuan di hotel.

» Penjualan makanan atau minuman tempat
vang disukai dengan fasilitas penvantapan.

yang

. Pajak restoran

Pajok restoran adalah pajak atas pelayanan
restoran berupa  penjualan makanan  dan
minuman di tempat yang disertai dengan
fasilitas pelayanannya tidak termasuk usaha jasa
boga atau katering.

Pajak hiburan

Pajak  Hiburan  adalah  pajak  atas
penyelenggarann hiburan seperti peitunjukan,
permainan dan/atau  keramaian dengan nama
dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati
oleh setiap orang dengan dipungut bayaran,
tidak termasuk penggunaan fasilitas unwuk
berolahraga.

Pajak reklame

Pajak  reklame adalah pajak  atas
penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan  corak ragamnya untuk tujuan
komersial, digunakan untuk memperkenalkan,
menganurkan, atau menunjukkan suatu barang,
jasa atsu orang yang ditempatkan atau dapat
dilihat, dibaca, dan/alau didengar dari suatu
tempat umum  kecuali yang dilakukan oleh
Pemerintah,

Pajak pencrangan jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas
penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan
bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia
penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah Daerah.

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan
galian

Pajak pengambilan bahan galian golongan C
adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan
galian golongan C sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pajak parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
Jjalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai sualu usaha,
termasuk  penyediaan  tempal  penilipan
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

[

b. Retribusi Jasa Usaha
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Mzskipun beberapa jenis pajak daerah sudah -
izpzan dalam Undang - Undang, daerah

¢T — sumber keuangannya dengan
iz pajak selaian yang telah
z memenuhi kriteria yang
sesuai dengan aspiras!
kriteria vang  harus

gkutan dan men \

ukup rendah serta nhanyva

kat di wilayah

zen'kota yang bersangkutan,
2y dasar pengenaan pajak tidak
7 dengan kepentingan umum.

% bukan merupakan objek paja

1o (2008:2) mengatakan bahwz
5 adalah pungutan daera
an atas jasa atau pemberiar
Khusus disediakan dan/ates
oemerintah  daerah  unt
oribadi atau badan"Menur:
). “Retribusi daerah adala®
bagal pembayaran atas ja
n tertentu yang  khusis
: diberikan oleh pemerint:
ingan orang pribadi at
smousi dikelompokan  yar
2 Umum
mum adalah retribusi at
n oleh Pemerintah daerz:
ntingan dan kemanfaatzz
: dintkmati oleh orar
l2niz-jenis retribusi jaz:

i Pelayanan Pasar
¢ Rerribusi Pengujian Kendaraan Bermor

aran
* Rerribusi Penggantian Biaya Cerak Peiz
+ Rewibusi Pengujian Kapal Perikanan
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Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa
yang disedizkan oleh Pemerintah  Daerah
dengan menganur prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh seklor
swasta. Retribusi jasa usaha harus memenuhi
kriteria sebagai berikut

« Jasa tersebut harus bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi
pelayanan sektor swasta dianggap belum
memadai.

« Harus terdapat harta yang dimiliki atau
dikuasai pemcrintah  dacrah dan  belum
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah
daerall seperti tanah, bangunan dan alat —
alat berat.

Jenis — Jenis Retribusi Jasa Usaha maliputi

« Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

= Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

» Retribusi Tempat Pelelangan

= Retribusi Terminal

» Retribusi Tempat Khusus Parkir

» Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa

» Retribusi Penyedotan Kakus

» Retribusi Rumah Potong Hewan

- » Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

» Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

» Retribusi Penyvebrangan di atas Air

» Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

¢. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas

kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau  badan  vang  dimaksudkan  untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian  dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan  sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum, dan menjaga
kelestarian lingkungan. Jenis — Jenis Retribusi
Perizinan Tertenty, yaitu meliputi :

¥" Retribusi [zin Mendirikan bangunan

v" Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan

Minuman Beralkohol
¥ Retribusi lzin Gangguan
¥" Retribusi Izin Trayek

METODLE PENELITIAN

Populasi

Populasi vait sekelompok orang, kejadian atau
segala sesuatu yang mempunyai karakteristik
tertentu. Menurut Sugivone (2007 : 61) menyatakan
bahwa, "Populasi adalah wilayah generalisasi vang
terdiri atas obyvek/ subyek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya”.Berdasarkan pengertian tersebut,
maka yang menjadi pepulasi dalam penelitian ini

Yolume 3, Nomor 1, Maret 2014

adalah Pemerintah daerah Kabupaten Bandung
Barat.

Sampel

Sampel artinya scbaglan dari elemen-elemen
populasi. Penelitian ink dilakukan karena adanya
keterbatasan waklu, biaya dan tenaga yang tersedia.
Menurut Sugiyono (2007 : 62), “Sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi terscbut. Bila populasi besar, dan
peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu"Berdasarkan
pengertian di atas maka sampel pada penelitian ini
adalah  karyawan DPPKAD pada Kabupaten
Bandung Barat yaitu dengan responden berjumlah
20 orang.
1. Sumber Data

Sumber data penelitian  merupakan faktor

penting yang menjadi pertimbangan dalam

penentuan metode pengumpulan data agar lebih

mudah. Adapun jenis data dalam penelitian ini,

yaitu data primer merupakan data yang
diperoleh dari sumber pertama baik dari
individu atau petbisahaan secara langsung

dengan cara melakukan wawancara dengan
pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan
penelitian  yang  dilakukan. Data primer
umumnya berupa data kualitatif dan digunakan
untuk membuktikan  hipotesis  yang telah
dikemukakan  sebelumnya. Data  primer
diperoleh dengan mengadakan penelitian dan
kuesioner. Dalam hal ini penulis melakukan
survei langsung ke objek penelitian, yaitu Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdapat 2 jenis yaitu
sumbér primer dan sumber sekunder. Menurut
Sugivono (2005:62), “Sumber primer adalah
sumber data vang langsung memberikan data
kepada pengumpul data sedangkan sumber
sekunder merupakan simber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya
lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam
rangka mengumpulkandata— data yang diperiukan
dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
pengumpulan data :

a. Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan
cara observasi langung ke Kabupaten Bandung
Barat untuk mendapatakan data-data yang
diperlukan dalam Japoran penelitian ini.

b. Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data dengan
cara tanya jawab secara lisan mengenai
masalah-masalah yang sedang diteliti kepada
pihak yang terkait dengan penelitian ini.




c. Kuesioner
Merupakan metode pengumpulan data dengan
cara menyebarkan atau memberikan langsung
lembaran daflar pertan}*aan-pemn) azn
kuesioner yang akan diisi oleh re:por

terkait dengan penclitian ini, jawaban x_ﬂ:'-

divkur berdasarkan yang dinvaizian

skala ordinal.
Teknik Analisis

Teknik  analisiz dalam
penelitian  ini dan
kuantitatif. analisi berupa instrumen
kuesioner  dan kuantitatif  berupa
perhitungan tabulasi }1‘ sil kuezsiner,
Analisis Kualitatif

Menurut Sugiyono (2005 : 1) “Mectode

penelitian kualitatif adalah metode penclitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen,
teknik pengumpulan data  dilakukan secara
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih
menckankan makna dari pada generalisasi”.Mrtode
analisis ini dinyatakan dalam bentuk uraian den
tidak berupa angka-angka. Digunakan untuk
menganalisis dengan menggunakan penjelasan
sebagai pelengkap dan penyempurnan dalam
analisis. Dalam hal ini dilakukan pembahasan
terhadap data bukan angka yaim instrumen
pertanyaan dalam kuesioner.

Analisis Kuantitatil

Menurut  Sugiyono (2005 25), “metode
penclitiann  Kuantitatif cocok digunakan. untuk
penelitian  vang wmasalahnya sudah  jelas  dan
umumnya dilakukan pada populasi yang luas
sehingga hasil penelitian kurang mendalam”.Data
yang akan dianalisa adalah dari hasil penelitian,
Rancangan analitis data menggunakan pengukuran
skala ukur ordinal, yaitu tingkat ukuran yang
memungkinkan peneliti mengurutkan respondennya
tingkat yang paling rendah ketingkat yang paling
tinggi, dengan dasar skala pengukuran tersebur
setiap pertanyaan dalam data tersebut diberi nilai
sebagai berikut

1. Sangat setuju Nilai 5
2. Semju Nilai 4
3. Kurang Setuju Nilai 3
4, Tidak Setuju Nilai 2
5. Sangat Tidak Setuju Nilai |

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas alat ukur dilakukan
untuk memastikan instrument tersebut merupakan
alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas
menjelaskan sejauh mana suatu alat ukur itu
mengukur apa yang ingin diukur. Apabila validitas
suatu alat ukur semakin tinggi maka semakin tinggi
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pula ketepatunnya. Dalam penclitian ini, pengujian
validites dilakukan dengan menggunakan program
fon 20.00 (Sratistic Program
vzng dalam pengolahannya

ki 8 1. Teknik
L sampai
3 banvak
oorh 2 kerelasi positif,
sorelasi yang
wzm tersebut

mempunvn ahdm.: Yang
memiliki nilai koefisien ko
jika koefisien korelasi antara hutlr der
kurang dari 0,3 maka butir instrumen terseii:
validdan harus dibuang atau dikeluarkan, bed"mf_rm.:. ]
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana svatu hasil
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran
terhadap aspck yang sama pada alat ukur yang
sama. Reliabilitas kuesioner menunjukkan padz
suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai ale:
pengumpul data karena instrument tersebut sudah
baik. Keandalan suamu alat vkur menunjukk
ketepatan, kemantapan suatu alat ukur yang baik.
dalam hal ini kuesioner haruslah berisi pertanyaan-
pertanyaan yang j¢las szhingga hasilnya memanz
benar-benar sesuai d n kenyataan.

Analisis Korelasi

Analisis  vanz membahas tentang dera
hubungan anterz varizbel terkait dikenal dengs
nama analisis korelasi. Sedangkan ukuran y

dipakai untuk mengetahui  derajat  hubun
tersebut koefisien korelasi, Dalam penelitian

koefisien kore‘:'i digunakan untuk menghit
atau  mengukur hubungan  antar  varizt

independen. Korzlasi vang dipakai dalam peneli
ini yaitu kolerasi Rank Spearman yang ada pz
program SPSS jor Windows versi 20.00 y
digunakan untuk mempelajari valid atau tidakn

suatu  variable, {_'r:u‘-: mengetahui  valid
tidaknya wvariable ebut maka harus dic

s
erlebih dahulu nilzi da
rumus sebagai berikun

ri Rank spearmen deng

2
SZdl
n® -n

rs=1-

Rumus 1.1.
Korelasi Runk Spearman
Keterangan:
Rs = Nilai korelasi Rank Spcﬂrman
d* = Selisih setiap pasangan rank
n = Jumlah pasangan untuk Rank Spearmer- 5“*

Kemudian untuk mengetahui nilai 2=
hubungan yang didapat dari setiap variabel, d_’%
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dilihat berdasarkan tabel interpretasi nilai koefisien  Hubungan Pajak Dagrah Terhadap Retribusi

korelasi di bawah ini : Daerah
Untuk melakukan analisis kuantitatif, penclit
Tabel 2. Interpretasi Nilai Koefisien Korelust menggunakan analisis Kkorelasi Rank Spearman
Koefisien . dengan menggunakan analisis Kkorelasi rank
No Koralasi Interpretasi spearman pada program SPSS for windows version
: T 50D.100 B 20,00  (Statistic Program for Social Scf:em:e},
iobial, tikia el peneliti  dapat  menggambarkan  bagaimana
| 2 0,20-0,399 Rendal lhubungan antar variable faktor, mengetahui apakah
3 0.40-0,599 Sedang variable pajak daerah (X1) terhadap retribusi
4 ' 0,60-0,799 1Cuat daerah (X2) ada hubungannya, variable pajak
= : — cdaerah (X1} terhadap hasil kekayaan daerah yang
{ 3 0,80-1,00 | _Sangat Kuat dipisahkan (X3) ada hubungannya, variable pajak

Sugiyono (2012:184)

_ ) daerah (X1} terhadap lain-lain PAD yang sah(X4)
FIASIL DAN PEMBAHASAN

ada hubungannya dapat dilihat pada tabel-tabel
scbagai berikut :

Tabel 3. Hasil sutput SPSS korelasi X1 dengan X2

Pajak Daerah | Retribusi
- Dacrah
Correlation Coefficient 1.000 6757
Pajak Daerah Sig. (1-tailed) ; 001
Spearman's rho N a4 - £
Correlation Coefficient 675 1.000
Retribusi Daerah  Sig. (1-tailed) 001 :
N : 20 20 .
Tabel 4. Hasil output SPSS korelasi X1 dengan X3
Pajak Dacrah | Hasil
Kekayaan :
Daerah Yang
Dipisahkan
Correlation e
; Coeflicient Raee =23
PajakPesh Sig. (1-tailed) . 009
o N 20 - 20
Spearman's rho . ;
Comelation cmnte
_ " ; 523 1.000
Hasil Kekayaan Dacrali Coefficient
Yang Dipisahkan Sig. (1-tailed) 005 .
N 20 20
Tabel 5. Hasil output SPSS korelasi X1 dengan X4
Pajak Hasil  lain-lain
Daerah PAD vang sah
Correlation .
Pajek Daerah Soeihment o -~
Sig. {1 -tailed) . 001
Spearman’s rho W _ A 40 -
Correlation Lo
) R . 631 1.000
Hasil lain-lain PAD yang Coefficient
sah Sig. (1-tailed) 001 :
N 20 20
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Hubungan Pajak Daerah Terhadap Retribusi
Daerah yang Dipisahkan

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman
yaitu sebesar 0,323. Angka inilah yang zkan
penulis gunakan dalam perhitungan 2
Nilai tersebut berada diantara 0,40- ‘J 509 wvang
dapat dilihat pada tabel 3.1 pad
yang menyalakan jika hasil pe

,\-A,

S‘.‘.JZ‘.‘.

berada pada 0,40-0.399
terdapat hubungan vang g 7
pajak daerah dan hasil xekavaan dagrah vang
dipisahkan pada Pendapuatan  Asli  Daerzh
Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebur scbagai
contoh terlihat bahwa peranan pajak daerah lebih
besar di bandingkan hasil kekayaan dacrah yang
dipisahkan karena penerimaan pendapatan hasil
kekayaan daerah yg dipisahkan  mengalami
penerimaan yang tidak terarti pada 4 tahun
kebelakang. Maka hubungan pajak daerah terhadap
hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tergolong
sedang,

Hubungan Pajak Daerah Terhadap Lain-lain
PAD yang Sah

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman
yaitu sebesar 0,631, Angka inilah yang akan
penulis gunakan dalam perhitungan selanjuinya.

Tabel 6. Hasil output SPSS korelasi X2 dengan X3

-+ Bambang & Riska

Nilal rersebut berada diantara 0,60-0,799 vyang
dapat dilihat pada tabel 3.1 pada bab sebelumnya,
yang menyatzkan jika hasil perhitungan kocfisien
0.60-0.799 maka dapat dikatakan
bungan yang tergolong kuat antara
dzr hasil lain-lain pendapatan asli
s2h _:a:.fa Pendapatan asli daerah
Sebagai contoh hal
saty Komponen
23R ""ﬂd'!pa{dﬂ

paranan

mak'l pem_apqmn den_i._r ya pun “akan rendan.
Maka hubungan antara pd_jElL daerah terhadap lzin-

lain PAD yang sah tergolong kuat.

Hubungan Retribusi Dacrah Terhadap lasil §
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Untuk melakukan analisis kuantitatif, peneliti §
menggunakan analisis korelasi Rank Spearmar
dengan menggunakan analisis korelasi  rank §
spearman pada program SPSS for windows versior
20.00  (Sratistic Program for Social Science) §
peneliti dapat menggambarkan bagaimana hubungza: §
antar variable fakior, mengetahui apakah variabl: 3
retribusi drerah (X2) terhadap hasil kekayaan (%3
Rewribusi Dasrah terhadap PAD lainnya yang sa:
dapar di lihat dapart 1abel sebagai berikut ;

Retribusi Hasil
Daerah Kekayaan
Daerah Yang
.. | Dipisahkan
Correlation Coefficient 1.000 278
Retribusi Daerah Siz. (l-tallﬁu_l . 118
Spearman's N 20 20
rho . Correlation CoefTicien: 278 1.000
Hasil Kekayaan Daerah Sig. (1-tailed) 18
Yang Dipisahkan & ' '
N 20 20

Tabel 7. Hasil output SPSS Kkorelasi X2 dengan X4

e Lain-lain
RSE:E:E' PAD Yang
R Sah
Correlation d
. Coefficient Ha00 401
Retribusi Daerah Sig. (1-tailed) ) 040
. N 20 20
Spearman's rho i
Cm'rela?:on 401" 1.000
o _ Coefficient ’ '
Lain-lain PAD Yang Sah Sig, (1-tailed) 040 3
N 20 20
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Key Sucees Faktor unalysis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kabupaten landung parat

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman
yaitu sebesar 0,278. Angka inilah yang akan
penulis gunakandalam perhitungan selanjutnya.
Nilai tersebut berada diantara 0,20-0.399 yang
dapat dilibat pada di atas , yang menyatakan jika
hasil perhitungan koefisien berada pada 0,20-0,399
maka dapat dikatakan terdapat hubungan vang
tergolong rendal antara retribusi daerah dan hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan
Asli Dacrah Kabupaten Bandung Barat. Scbagai
contoh hal terscbut dapat dilihat bahwa peranan
retribusi daerah di Kabupaten Bandung Barat tidak
terlalu banyak dan peranan hasil kekayaan daerah

_yang dipisahkannya pun sangat sedikit berbeda

dengan kcadaan di Kota Bandung itu sendiri, maka
hubungan antara retribusi daerah terhadap hasil
kekavaun  daerali  yang dipisahakan tergolong
rendah

Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Lain-
lain PAD yang Sah

Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman
yaitu sebesar 0,401. Angka inilah yang akan
penulis gunakan dalam perhitungan selanjutnya.
Nilai tersebut berada diantara 0,40-0,599 yang

dapat dilihat pada tabel 3.] pada bab sebelumnya,
yang menyatakan jika hasil perbitungan koefisien
berada pada 0,40-0,599 maka dapat dikatakan
terdapat hubungan yang tergolong sedang antara
retribusi daerah dan hasil lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah pada Pendapatan asli daerah
Kabupaten Bandung Barat. Sebagai contoh hal
tersebut dapat dibuktikan bahwa peranan retribusi
daeral: di Kabupeten Bandung Barat tidak terlalu
banyak dan peranan lain-lain PAD yang sah pun
tidak terlalu banyak, maka hubungannya tergolong
sedang,

Hubungan Hasil Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Terhadap Lain-lain PAD Yang Sah

Untuk melakukan analisis kuantitatif, peneliti
menggunakan analisis korelasi Rank Spearman
dengan  menggunakan  analisis  korelasi  rank
spearman pada program SPSS for windows version
20,00 (Statistic Program for Social Science),
peneliti  dapat menggambarkan  bagaimana
hubungan antar variable faktor, mengetahui apakah
variable Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Terhadap Lain-lain PAD Yang Sahhubungannya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 8. Hasil output SPSS Korelasi X3 dengan X4

Hasil Hasil lain-
Kekayaan lain
Dacrah Pendapatan
Yang Asli daerah
Dipisahkan yang sah
Carmiahg 1.000 660"
Hasil Kekayaan Daerah Coeificient .
Yang Dipisahkan Siz. (1-tailed) a 001
x i = N 20 20
Spearman’s rao Gorcotifion .
: i 660 1.000
Hasil lain-lain Pendapaian CoefTicient
Asli daerah yang sah Sig. (I-tailed) 001 .
N 20 20

Berdasarkan dari hasil perhitungan korelasi Rank
Spearman diatas yaitu sebesar 0,660. Maka angka

inilah vang akan peneliti gunakan dalam perhitungan
selanjutnya. Nilai tersebut berada diantara 0,60-

0,799 vang dapat dilihat pada rabel 3.1 pada bab

sebelumnyva, vang menyatakan jika hasil perhitungan

koefisien berada pada 0,60-0,799  maka dapat

dikatzkan rerdapat hubungan yang tergolong kuat
antara Hasil Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan dan
Hasil lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah
pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
Barat.Hal rersebur dapat di buktikan bahwa peranan
hasi] kekavanan daerah yang dipisahkan memiliki
keterkaitan dari komponennya seperti hasil kekayaan
pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah
vang tidak dipsahkan karena di Kabupaten Bandung
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Barat banyak terdapat perusahaan-perusahaan
khususnya pabrik.

Analisis

Berdasarkan  hasil perhitungan statistik  yang
peneliti lakukan untuk mengetahui hubungan antar
variable faktor melalui bantuan program SPSS For
Windows v 20.00. Hubungan antara variabel Pajak
daerah (X1) dengan Relribusi daerah (X2), Pajak
Daerah (X1) dengan Hasil Kekayaan Daerah Yang
Dipisahakan (X3), Pajak daerah (X1) dengan lain-
laian PAD yang sah (X4), Retribusi Daerah (X2)
dengan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahakan
(X3) dan hubungan antara variabel Hasil Kekayaan
Daerah Yang Dipisahakan (X3) dengan lain-laian
PAD vang sah (X4).Dari hasil analisis di atas 90%
korelasi antar variabe! faktor memiliki hubungan
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ataupun Keterkaitan yang cukup erat dan di dapatkan
hubungan korelasi yang kuat. Dari hasil perhitungan
terdapat 3 korelasi yang sama tinggi atau sama kuat,
vaitu hubungan antara pajak daerah (X1) dengan
retribusi daerah (X2) yaitu sebesar 0,675. Hubungan
pajak daerah(X1) dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah(X4) yaitu sebesar 0,631, Serta
hubungan  hasil  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan(X3) dengan lain-lain pendapatan asli
daerah vang sah(Xd) yaitu sebesar 0.660. Tetapi di
sini akan diambil 1 koefisien korelasi yang paling
kuat diantara 3 korelasi yaitu hubungan watara pajak
daerah(X1) denganretribusi  dacrah(X2) yaitu
sebesar 0,675, Sedangkan hubungan yang paling
rendah yaitu hubungan antara retribusi daerah (X2)
denganhasil kekayaan daerah yang dipisahkan(X3)
vaitu sebesar 0,278.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan

analisis yang telah penulis  lakukan dapat
disimpulkan bahwa :
. Faktor — faktor yang Berperan Terhadap

Pendapatan Asli Dacrah antara variabel Pajak
Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) dalam
perhitungan korelasi rank spearman variabel
tersebut sebesar 0,675 yang tergolong di 0,60-
0,799pada tabel Interpretasi Nilai Koefisien
Korelasi yang berarti terdapat hubungan vang
tergolong Kkuatpada Pendapatan asli daerah
Kabupaten Bandung Barat.

2. TFaktor faktor vang Berperan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah antara variabel Pajak

Daerah (X1) dan Hasil Kekayaan Daerah Yang

Dipisankan (X3) dalam perhitungan korelasi rank

spearman variabel tersebut sebesar 0,523 yang

tergolong di 0,40-0,599 pada tabel Interpretasi

Nilai Koefisien Korelasi yang berarti terdapat

hubungan yang tergolong sedang pada

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung

Barat.

Faktor faktor yang Berperan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah antara variabel Pajak

Daerah (X1) dan Lain-Lain PAD Yang Sah (X4)

dalam perhitungan korelasi rank spearman

variabel terscbut sebesar 0,651 vang tergolong di

0,60-0,799 pada tabel Interpretasi  Nilai

Koefisien Korelasi yang berarti  terdapat

hubungan yang tergolony kuat pada Pendapatan

asli daerah Kabupaten Bandung Baral.

4. Faktor faktor yang Berperan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah antara variabel Retribusi
Daerah (X2) dan Hasil Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan (X3) dalam perhitungan korelasi rank
spearman variabel tersebut sebesar 0,278 yang
tergolong di 0,20-0,399 pada tabel Interpretasi
Nilai Koefisien Korelasi yang berarti terdapat
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hubungan  vang  tergolong rendah pada
Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung
Barat.

Fakror fakior yang Berperan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah antara variabel Retribusi
Daerah (X2} dengan Lain-Lain PAD Yang Sah
(X4} dalem perhitungan korelasi rank spearman
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